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LATAR BELAKANG

Pandemi COVID-19 secara global telah menciptakan
ancaman terhadap stabilitas ekonomi, kesehatan dan
memicu krisis sosial dan politik. Respon berbagai negara
dalam mengatasi pandemi COVID-19 pada umumnya
berkisar pada upaya menghambat laju pandemi melalui
kebijakan  kesehatan dengan membatasi aktivitas
masyarakat, melakukan pengetesan massal untuk
mendeteksi pergerakan dan penyebaran virus, membentuk
satgas kesehatan khusus dan membangun pusat-pusat
penanganan pasien COVID-19 dan melakukan riset serta uiji
coba terhadap vaksin.

Dalam konteks menanggulangi masalah sosial, lahir
kebijakan membantu masyarakat miskin dan kelompok
pengangguran melalui skema bantuan sosial yang
dialokasikan secara periodik, maupun mengatasi krisis
ekonomi dalam bentuk kebijakan stimulus fiskal, pelonggaran
pajak, meningkatkan subsidi dan memberikan suntikan dana
bagi sektor ekonomi yang paling terdampak dan lain
sebagainya.

Karena keadaan darurat ini, Pemerintah terpaksa melakukan
realokasi, refocusing dan menyediakan pembiayaan khusus
untuk menangani dampak COVID-19 dalam jumlah yang
sangat besar. Indonesia sendiri melalui landasan UU No 2
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan setidaknya telah mengalokasikan anggaran
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sebesar Rp 695,2 triliun. Sedangkan dari kantong
Pemerintah Daerah, baik provinsi, kota maupun
kabupaten secara total telah dialokasikan dana
sebesar Rp 23,35 triliun.

Keadaan darurat telah menciptakan peluang dan
stimulus yang sangat besar bagi terjadinya
penyimpangan anggaran dan korupsi. Dalam
situasi darurat, berbagai prosedur yang berfungsi
sebagai safe-guarding harus dipangkas atas nama
kecepatan respon, penentuan anggaran yang tidak
normal memicu potensi moral hazard dari para
pengambil kebijakan maupun birokrasi di lapangan,
proses lelang yang wajar tidak dapat dilakukan
sehingga menimbulkan adanya bahaya bagi
praktek monopoli, permainan harga barang,
manipulasi kualitas barang, penyunatan anggaran
untuk berbagai proyek penanggulangan COVID-19
maupun suap-menyuap.

Korupsi tentu merupakan ancaman serius bagi
penggunaan dan alokasi anggaran COVID-19.
Target menanggulangi dampak dan penyebaran
COVID-19 dapat meleset, meskipun telah ditopang
anggaran yang besar apabila berbagai celah
penyimpangan dan korupsi tidak ditambal dan
diawasi. Pada situasi darurat, pencegahan korupsi
menjadi sangat penting, terutama karena jika
korupsi sudah kadung terjadi, tidak banyak yang
bisa dilakukan oleh Pemerintah kecuali hanya
menghukum pelakunya.

Oleh karena itu, peran serta warga melakukan
pengawasan sosial sangat dibutuhkan untuk
mencegah terjadinya korupsi dalam program
penanggulangan dampak pandemi.

Indonesia  Corruption Watch (ICW) menyusun
panduan pengawasan sektor pengadaan barang
dan jasa pemerintah pada sektor kesehatan agar
dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan dalam
menjalankan peran pengawasan publik.

Perlu diingat bahwa panduan ini mungkin tidak akan
terlalu relevan untuk melakukan pemantauan
pengadaan barang dan jasa pemerintah pada
situasi normal karena payung regulasi dan praktek
pengadaan yang sangat berbeda. Namun demikian,
panduan ini mungkin akan tetap berguna bagi
pemantauan masyarakat pada keadaan darurat di
luar konteks pandemi COVID-19.

Pengertian Umum

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur
dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 16 Tahun
2018. Definisi pengadaan barang dan jasa
pemerintah menurut ketentuan ini adalah kegiatan
pengadaan barang/jasa oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang
dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai
dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah
terima hasil pekerjaan.

Khusus untuk peraturan PBJ pada keadaan
darurat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah menerbitkan
Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang PBJ
dalam Keadaan Darurat. Namun peraturan ini
dianggap belum mengakomodasi situasi darurat
seperti pandemi COVID-19 sehingga LKPP
menerbitkan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun
2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan PBJ
dalam rangka Penanganan COVID-19. Pemantau
diharapkan dapat membaca berbagai peraturan
tersebut untuk lebih mengenal kekhususan PBJ
dalam keadaan darurat.
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Modus-Modus Korupsi PBJ

Secara umum, korupsi sektor PBJ dapat dibedakan ke beberapa bentuk. Panduan ini akan menjelaskan
modus korupsi sektor PBJ dan penjelasan singkat masing-masing modusnya agar dapat menjadi background
pengetahuan bagi pemantau.

T

Menaikkan anggaran secara tidak wajar, baik dalam
perencanaan maupun pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Secara umum, fluktuasi harga yang dapat diterima sebagai
harga yang wajar maksimal adalah 309. Namun jika sudah lebih
besar, misalnya dua kali lipat dari harga normal, ini bisa
dikategorikan sebagai praktek penggelembungan harga.

Penggelembungan harga

Mengubah spesifikasi barang dan menurunkan kualitas barang
untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda sehingga
barang yang disediakan tidak sesuai dengan kesepakatan atau
dokumen resmi. Akibatnya selain kerugian negara adalah barang
itu barangkali tidak dapat dimanfaatkan.

Penurunan kualitas dan
spesifikasi barang

Membuat laporan palsu dimana antara laporan yang telah
disampaikan dengan kondisi atau keadaan di lapangan tidak
Pelaporan Fiktif sama. Pelaporan fiktif juga bisa dikaitkan dengan tidak
tercapainya penyediaan barang/jasa secara penuh namun oleh
penyedia telah dilaporkan sebagai pekerjaan yang telah selesai.

Proyek yang diklaim telah dilakukan dan dilaporkan sebagai
Proyek Fiktif pekerjaan yang sudah selesai namun dalam kenyataannya tidak
pernah dilakukan sama sekali.

Keadaan dimana penyedia barang/jasa menjadi satu-satunya
Monopoli penyedia sehingga dapat mengatur secara sewenang-wenang
harga yang harus dibayarkan oleh Pemerintah.

Memberikan proyek kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan
dan persetujuan pihak pemberi kerja dengan maksud untuk
sekedar mendapatkan fee proyek. Biasanya antara penyedia

Sub-kontrak barang/jasa yang secara formal melakukan kontrak kerja
dengan pemerintah dengan penyedia yang secara real di
lapangan berbeda.
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Melakukan tender yang pemainnya adalah pihak-pihak yang
sudah tahu satu dengan yang lain, atau penyedia yang berbeda-
beda perusahaannya namun dikendalikan oleh orang yang sama

Tender arisan atau berhubungan erat dengan tujuan mengendalikan proyek.
Dalam modus tender arisan, pemenang sudah ditentukan diawal
meskipun proses tender tetap dilakukan.

Fokus Pemantauan

Ruang Lingkup Pemantauan

PBJ Sektor Kesehatan

Pengadaan Barang dan Jasa

1.Pola recana umum pengadaan terkait
penanganan COVID-19 berdasarkan jenis
belanjanya, sumber anggaran, metode
pemilihan serta jumlah anggaran.

2.sumber anggaran, metode pemilihan serta
jumlah anggaran.

3.Pola pengadaan terkait penanganan COVID-
19 yang sudah direalisasikan pemerintah.

4.Adanya selisih nilai harga alat kesehatan
antara yang dibeli oleh pemerintah dengan
yang tersedia di pasaran.

5.Perbedaan data jumlah ditribusi dengan yang
diterima oleh instansi bersangkutan.

6.Adanya potensi konflik kepentingan antara
Pemantauan penyedia dan pemerintah

Panduan ini akan fokus pada berbagai macam
proyek pengadaan barang/jasa sektor kesehatan
dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19,
yang meliputi:
1.Pengadaan rapid test, regent atau swab test.
2.Pengadaan APD (Alat Pelindung Diri).
3.Pengadaan obat-obatan untuk penanganan
pasien COVID-19.
4.Pengadaan alat kesehatan seperti ventilator,
ambulance, tempat tidur pasien COVID-19, dll.

Informasi Kunci dalam

Pengumpulan informasi dan pemantauan untuk
pengadaan barang dan jasa meliputi:
1.Rencana pengadaan alat material kesehatan
2.Jumlah anggaran untuk pengadaan terkait alat
material Kesehatan
3.Ditribusi alat material Kesehatan baik dari
Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/ Kota
4.Rekam jejak pemenang penyedia pengadaan
alat material kesehatan
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Mekanisme/Langkah-langkah

Pemantauan

Untuk pemantauan pengadaan barang dan jasa,
ada tiga (3) hal yang datanya akan dikumpulkan dan
analisis lebih jauh, yaitu:

1. Realisasi Sirup dan LPSE

Data ini dikumpulkan untuk melihat seberapa
banyak (Rp) pemerintah telah menyampaikan
informasi pengadaan di sektor kesehatan.
Nantinya data ini bisa dibandingkan dengan alokasi
anggaran di sektor kesehatan secara umum.
Asumsi awal, pemerintah kurang transparan
sehingga data pengadaan sektor kesehatan yang
dipublikasikan oleh Pemerintah hanya sebagian
kecil saja dari keseluruhan  pengadaan
sesungguhnya.

Perlu dicatat bahwa sektor kesehatan berarti tidak
hanya di Kementerian Kesehatan atau Dinas
kesehatan saja, tapi bisa juga program kesehatan
dikerjakan oleh dinas lain. Misalnya di Dinas PU ada
pembangunan rumah sakit berarti masuk sektor
kesehatan.

Untuk mengantisipasi kesulitan dalam mencari
data dan informasi yang lebih spesifik, pemantau
dapat langsung menggunakan keyword yang
khusus, seperti COVID, masker, rapid test, PCR,
regent dan lain sebagainya yang berkaitan dengan
sektor kesehatan. Meskipun kadang nama
pengadaan tidak spesifik, misalnya hanya
mencantumkan “pengadaan untuk penanggulangan
COVID”, informasi ini tetap perlu dimasukkan.
Sumber datanya:
« Untuk rencana umum pengadaan bisa diakses
melalui https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro
« Website ini menyediakan seluruh rencana
pengadaan di K/L maupun pemerintah daerah,
ada beberapa pengadaan yang sudah dimulai
prosesnya, namun ada juga yang belum.

Pemantau dapat melakukan pengecekan di
kolom “pemilihan” yang berisi informasi kapan
waktu pemilihan penyedia dilakukan.

« Kita bisa langsung memasukkan keyword lalu
mulai diurutkan berdasarkan kolom K/L/PD,
lalu mulai memasukkan informasi sesuai
daerah pemantauan.

o Untuk data tender dapat diakses di LPSE
masing masing daerah.

« Permintaan informasi ke instansi terkait.

2. Distribusi
Data ini dikumpulkan untuk melihat alat kesehatan
yang telah didistribusikan oleh pemerintah pusat ke
provinsi. Asumsi awalnya distribusi tidak dilakukan
secara merata dan kurang transparan karena data
yang disajikan minim. Informasi yang ada di dalam
website BNPB perlu dibandingkan dengan
informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah
terkait dengan distribusi bantuan. Jika ditemukan
selisih jumlah, hal ini dapat dikategorikan sebagai
temuan. Sumber datanya:
« https://loker.bnpb.go.id/s/GugusTugasCOVID1
9
« Berita di media cetak maupun online.
 Website resmilembaga penerima alat
kesehatan.
« Permintaan informasi ke instansi terkait.

3.Harga Alat Kesehatan

Data ini dikumpulkan untuk melihat potensi besaran
anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah
untuk membeli alat kesehatan. Informasi mengenai
harga satuan alat kesehatan dibutuhkan untuk
memastikan anggaran yang digunakan oleh
pemerintah tepat sasaran. Jika adanya informasi
mengenai anggaran yang tidak sesuai dengan
realisasi, maka dapat dikategorikan sebagai
temuan.

Untuk menghitung total anggaran kesehatan yang
telah digunakan, pemantau dapat mengkalikan
antara jumlah barang yang telah terdistribusi
dengan harga satuan alat kesehatan.
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Salah satu contoh informasi pengadaan barang
dan jasa sektor kesehatan yang sangat detail
dapat dilihat misalnya di website resmi Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat yakni
www.dinkes.kalbarprov.go.id/covid-19/.

4.Pemantauan Media
Data ini menghimpun dugaan penyimpangan
dalam pengadaan barang dan jasa sektor
kesehatan terkait penaganan COVID yang
dilaporkan oleh warga maupun yang diberitakan
di media online dan cetak. Pemantau dapat
membuat  kategori  informasi  indikasi
penyimpangan dalam berbagai pola-pola
penyimpangan yang mungkin berbeda.
Sumber data:
« Media online
« Media cetak
« Laporan masyarakat
« Permintaan informasi

Menindaklanjuti

Hasil Temuan

1. Membuat  pengelompokan  informasi
berdasarkan panduan diatas serta melakukan
analisis atas temuan awal. Misalnya ditemukan
adanya selisih antara informasi pengadaan barang
dan jasa di SIRUP dan LPSE dengan total anggaran
yang dialokasikan, maka pemantau dapat
menuliskan temuan awal ini. Bisa jadi, selisih
tersebut mengindikasikan adanya pelaksanaan
pengadaan secara manual yang membuka celah
bagi praktek penyimpangan. Pemantau dapat
mengembangkan informasi ini sesuai dengan
temuan-temuan awal.

2. Mengkonfirmasi temuan pada pihak terkait.
Konfirmasi dibutuhkan mengingat tidak semua
informasi yang beredar mencerminkan keadaan
sebenarnya. Konfirmasi juga dilakukan untuk
memastikan bahwa indikasi  penyimpangan
memang telah terjadi.

3. Apabila dalam pemantauan ditemukan
berbagai kejanggalan dan dianggap layak untuk
dilaporkan kepada pihak terkait, pemantau dapat
mendorong penanganan indikasi penyimpangan
tersebut dan menyampaikan kepada media
massa. Pemantau juga dapat mendorong isu
keterbukaan yang lebih besar dari Pemerintah
Daerah apabila dalam pelaksanaan pemantauan
terkendala oleh akses informasi yang sangat
terbatas.
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PROFIL

Transparency International Indonesia (TII)
merupakan salah satu chapter Transparency
International, sebuah jaringan global NGO
antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan
akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara,
partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama
lebih dari 100 chapters lainnya, Tl berjuang
membangun dunia yang bersih dari praktik dan
dampak korupsi di seluruh dunia.

Tl memadukan kerja-kerja think-tank dan gerakan
sosial. Sebagai think-tank TII melakukan review
kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak
hukum, dan secara konsisten melakukan
pengukuran korupsi melalui Indeks Persepsi
Korupsi, Crinis project, dan berbagai publikasi riset
lainnya.

Di samping itu Tl mengembangkan Pakta Integritas
sebagai sistem pencegahan korupsi di birokrasi
pemerintah. Sebagai gerakan sosial, TIl aktif
terlibat dalam berbagai koalisi dan inisiatif gerakan
antikorupsi di Indonesia. Tll juga merangkul mitra
lembaga lokal dalam melaksanakan berbagai
program di daerah. Jaringan kerja ini juga diperluas
dengan advokasi bahaya korupsi kepada anak-anak
muda di Jakarta.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akuntabilitas
Penanganan Covid-19 merupakan koalisi
masyarakat sipil yang mendorong transparansi dan
akuntabilitas bagi pemerintah baik nasional maupun
daerah dalam penanganan pandemi COVID-19.
Koalasi ini terdiri dari Indonesia Corruption Watch
(ICW), Indonesia Budget Center (IBC), Sekretariat
Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi
Anggaran (FITRA), Transparency International
Indonesia (TIl) dan CSO di daerah lainnya yang
bersama-sama mendorong transparansi dan
akuntabilitas bagi pemerintah dalam penanganan
pandemi COVID-19
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Lampiran

l. Form Input Data Rencana Pengadaan dari SIRUP

No Kode RUP Nama KLPD/ Satuan Jenis Metode Waktu Sumber Tahun Pagu Tanggal | Catatan
Paket Instansi Kerja Pengadaan/ Pemilihan/ | Pemilihan Dana Anggaran Akses
Kategori Pengadaan
Il. Form Input Data Realisasi Pengadaan dari LPSE
No Non | Status | Kode | Kode | Nama | KLPD/ Satuan Jenis Metode Sumber Tahun Pa | HP | Hasil Lokasi Pemenang | Alamat NPWP Cara Tanggal | Catatar
Tend RUP | Paket | Paket | Instansi | Kerja Pengadaa | Pemilihan/ Dana Anggara | gu | S Negosiasi/ | Pekerjaan Pemenang | Pemenang | Pembayaran | Akses
er/ n/ Pengadaan n e reverse
Tend Kategori auction
er
M. Form Input Data Distribusi Alamat Material Kesehatan
. - . . Waktu
Sumber informasi (link website/ berita/ . . o .
No . ( . . Pemberi/ Penyalur Penerima Distribusi Jenis Almatkes
permintaan informasi) gl gl
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